Indonesia: Extradition Law

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
EKSTRADISI

PRESIDEN
REPUBLIK IMOORESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
EKSTRADISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa Keninklikk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26
{Staatsblad 1853-188) tentang "Uitlevering van
Vreamdelingen” tidak sesuai lagi dengan perkembangan
tata hukum di dalam Negara Republik indoneisa;

b.  bahwa berhubung dengan #tu Koninkiijk Besluit van 8
Mei 1883 No. 26 {Staatsblad 1883 -188) tersebut periu
dicabut dan sebagal gantinya perlu disusun suatu
Undang-undang baru tenlang ekstradisi sesuai dengan
tata hukum dan peraturan perundang-undangan
Republix Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal § ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Casar 1945,

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia  Nomor [VIMPR/A1978 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1361 tentang
Ketentuan-  ketenfuan Pokok Kepolisian  Negara
{Lembaran Negara Tahun 1961 Nomgr 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2289);

4 lndeng-undang Nomor 15 Tahun 1967 tenlang
Ketentuan-  ketentuan Pokok Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tazhun 1861 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
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PRESIDEM
REPUBLIK INOQNESA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1, YEAR 1979
ON
EXTRADITION

WITH THE BLESSINGS FO THE ALMIGHTY GOD
THE PRESIDENT OF THE REPUBULIC OF INDONESIA

Considering:

a.  Thatthe Royal Decree of May 8, 1883, no.26 (State
Gazette 1833 ~188) on “"Exiradition of Aliens” is not
anymore in accordance with the law-system of the
Republic of indonesia;

b.  That therefore the Royal Decree of May 8, 1983 no.28
(State Gazette 1883 -188) Should be revoked and that,
as its substitute, a new Law on exiradition should be
drafted in accordance with the law-system and the
legislative provisions of the Republic of Indonesia,

fn view of:

1. Article 5, paragraph (1} and article 20, paragraph (1) of
the Constituticn of 1945;

2 Decree of the Consuftative Congress of the Republic of
Indonesia, number IV MPR/ 1878 on Guiding Principles
of State policy;

3. Act No.13, year 1961 on Principal Provisions of the State
Police (State Gazatte year 1961, ne 245, Supplement of
the State Gazette, no. 2289);

4. Actno.15, year 1961 on Principal Provisions of the Public
Prosecutor of the Republic of Indonesia (State Gazette-,
year 1970, no.74, Supplement of the Stale Gazetie
no.2248);
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5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
{Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Koninklijk Bestuit van 8 Mei 1883 No. 76
(Staatstiad ~ 1883-188)  tenfang  “Uitievering  van

Vreemdelingen”.
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG EKSTRADIS
BABI
KETENTUAN UMUM )
Pasal 1

Datam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi
adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang
meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana
karena mefakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara
yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara
yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk
mengadili dan memidananya,

BAB i
AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 2
M Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2) Dalam hal belum ada perjanjian fersebut dalam ayat

(1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar
hubungan baik dan jika kepentingan Negara
Republik Indonesia menghendakinya.

Pasat 3

(1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh
pejabal yang berwenang dari negara asing diminta
karena disangka melakukan kejahatan atau untuk
menjalani pidana atau perintah penahanan,

{2) Ekstradisi dapat juga dilakukar ferhadap orang yang
disangks melakukan atau telah dipidana karena
melakukan  pembantuan,  percobaan  dan
permufakatan jahat untuk melakukan keiahatan
tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan,
percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat
dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia
dan  menurut hukum negara yang meminta
eksiradisi.

9. Act no.14, year 1970, on Principal provisions of the
Judiciary {State Gazette no.2951)

With the approval of

The House of Representatives of the Republic of Indonesia

HAS DECIDED
on revoking Royal Decree of May 8, 1883, no. 26 (State
Gazette 1883 — 188} on "Extradition of Aliens”

to enact: LAW ON EXTRADITION

CHAPTER |
GENERAL PROVISIONS
Article 1

In this Law “Extradition” means the Surrender by one State to
another state which requests the surrender of 2 persen who fs
accused or convicted on account of the commission of crime
outside the territory of the surrendering state and within the
jurisdiction of the teritory the state requesting the said
surrender based on its right to try and convict the said parson.

CHAPTERII
Principles of Extradition
Article 2
'] Extradition shall be granted on the basis of a treaty.
(2) In the absence of a treaty mentioned in paragraph

(1), extradition may be granted on the basis of good
refationship and if the interest of the State of the
Republic of Indonesia so requires.

Article 3

{1 Extradition may be granted in respect of a person,
wha's surrender is requested by the compstent
authorities of a foreign state on account of his being
accused of committing a crime or being wanied for
the carrying out of sentence or a warrant of arrest.

{2 Extradiion may also be granted in respect of a
person who is accused or convicted on account of
abetment, attempt to or conspiracy of committing a
crime, menticned in paragraph {); in so far as the
said abetment, attempt and conspiracy is punishable
according to the law of the Repubiic of Indonesia
and to the [aw the stale requesting the extradition.
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Pasal 4

(1 Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang
tersebut dalam daftar kejahatan teriampir sebagai
suatu naskah vyang tidak terpisahkan dar
Undang-undang ini.

(2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan
dart negara yang diminta terhadap kejahatan lain
yang tidek disebut dalam daftar kejahatan.

(3 Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar
kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat

ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh
Undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai
kejahatan.

Pasal 5

(1) Ekstradisi fidak dilakukan terhadap kejahatan politik.

2) Keiahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan
kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak
dianggap sebagai kejshatan politik.

3 Terhadap beberapa jenis kejahatan politic tertentu
pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang
diperanjikan antara negara Repubiik Indonesia
dengan negara yang bersangkutan.

{4) Pembunuhan  atau  percobaan  pembunuhan
terhadap kepala negara atau anggota keluarganya
lidak dianggap sebagai kejahatan polifik.

Pasal 6

Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer
yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak
dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanfian dilentukan
lain.

Pasal 7

(1 Perminiaan  ekstradisi
Republik indonesia ditolak.

(2 Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut
di atas dapat dilakukan apabila orang yang
berasangkutan karena keadaan lebin bak diadiii di
tempat dilakukannya kejahatan.

terhadap  warganegara

Pasal 8

Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang
dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
Permintaan eksiradisi dapat ditolak jika orang yang diminta

sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk
kejahatan yang sama.

Article 4

(1 Exiradition shall be granted in respect of the ¢rimes
mentioned in the list of crimes, which is affixed as an
Inseparable text to the Act.

(2) Exiradition may also be granted at the discretion of
the requested state in respect of a crime not
mentioned in the list of crimes

(3) By Governmental Regulation other kinds of acts,
whnich have been fixed as crimes by law, may be
added to the list of crimes, mentionad in paragraph

(n.
Article §

n Exiradifion shall not be granted in respect of a
political crime.

(2) A crime, which is principally more an ordinary crime
than a political crime, shall not be considered o be a
political crime.

3 In respect of certain kinds of political crimes the

perpetrator may also be extradiled in so far as it is
stipulated in the trealy between the Republic of
Indonesia and the couniry concerned.

(4 The teking or aftempted taking of the life of 2 Head
of State or 2 member of his family shall not be
deemed to be a political crime.

Article 6
Extradition for crimes under military criminal law, which are not

crimes under ordinary criminal law, shall not be granted,
uniess it is decided otherwise in a treaty.

Article 7
{1 A request for the exiradition of a national of the
Republic of Indonesia shall be refused.
{2) A deviation from the provision of paragraph (1)

mentioned above may be made if in view of the
circumstances it would be befter if fhe person
concerned be tried at the place of commission of the
crime.

Article 8

A request for extradition may be refused if the crime of which
the person is accused has been committed in whole or in part
in the territory of the Reputlic of indonesia.

Article 9
A request for exiradition may be refused if the person claimed

is being proceeded against in the Republic of Indonesia
respect of the same crime.
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Pasal 10

Permintaan ekstradisi ditclak, jika putusan yang dijatulkan
oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang
mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah
mempunyai kekuatan hukum yang pastl.

Pasal 11

Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan
ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai
menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang
dimintakan ekstradisinya.

Pasal 12

Permintaan ekstradisi ditolak, jka menurut hukum Negara
Republik [ndonesia hak unfuk menuntut stae hak untuk
melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.

Pasal 13

Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan
ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum
negara peminia sedangkan menurut hukum Negara Republik
Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati
atau pidana mati fidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara
peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa
pidana mati tidak akan difaksanakan.

Pasal 14

Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang
berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwsa grang
yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau
dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan
agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya,
ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan
penduduk tertentu.

Pasal 15

Permintaan ekstradisi ditclak, jika orang yang dimintakan
ekstradist akan dituniuf, dipidana, atau ditahan karena
melakukan kejshatan lain danpada kejahatan yang karenanya
ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.

Pasal 16

Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang diminiakan
ekstradisinya akan diserahkan kepada negara keliga uniuk
keizhatan-kejahatan  lain  yang diiakukan sebelum ia
dimintakan ekstradisi itu.

Article 10

A request for extradition shall be refused if the judgment
passed by the competent court of the Republic of Indonesia in
respect of the crime for which extradition is reguested has
bacome final.

Article 11

A request for exiradition shalt be refused if the person claimed
for extradition has been sentenced and discharged or has
served his sentence in another state in respect of the crime for
which exiraditions is requested

Article 12

A request for extradition shall be refused if according to the
faw of the Republic of Indonesia the right to prosecute or the
right to execute a penal sentence has expired by reason of
lapse of time.

Article 13

A request for extradition shall be refused if the crime for which
extradition is requested is punishable by death under the taw
of the reguesting state, while under the law of the Republic of
indonesia such crime is not punishable by death or the death-
penally is not normally carrfed oul, unless the reguesting
country sufficiently guarantees that the death-penalty will not
be carried out.

Article 14

A request for extradition shall be refused if according to the
competert authorities there are substantial grounds for
belisving that the person claimed for extradition will be
prosecuted, sentenced, or subjected to other measures, on
account of his religion, pelitical opinion or nationafity, cr
because of his belonging fo a certain race or group of the
population,

Article 15

A request for extradition shall be refused if the person claimed
for extradition will be prosecuted, sentenced or detained on
account of the commission of another crime than that for
which extradition has been requesied, unless with the
approval of the President.

Article 16
A request for extradition shall be refused if the person claimed

for extradition will be surrendered to a third state in respect of
cther crimes, committad before the request for extradition.
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Pasal 17

Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda
apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili
atau sedang menjalani pidana unfuk kejahatan lain yang
dilakukan di Indonesia.

BAB Il
SYARAT-SYARAT PENAHANAN
YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA

Pasal 18

(1 Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa
Agung Reputlik Indonesia dapat memerintahkan
penzhanan yang dimintakan oleh Negara lain atas
dasar alasan yang mendesak jika penahanan ity
tidak bertentangan dengan hukum Negara Repubiik
Indonesia.

(@) Dalam perminfaan untuk penahanan itu, negara
peminta harus menerangkan, bzhwa dokumen
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah
tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam
waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan
permintaan ekstradisi.

Pasaf 19

(1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh
pgjabat yang berwenang dari negara peminta
kepada Kepata Kepolisian Republik indonesia atau
Jaksa Agung Republik Indenesia mefaiui INTERPOL
Indonesia atay melalui saluran diplomatik atau
langsung dengan pos atau telegram.

(2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan
atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia, kecuali ditentukan fain
seperti yang diatur dalam ayat (3).

{3) Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana
Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka
yang  melakukan  kejahatan  yang  dapat
diekstradisikan berdasarkan undang-undang  ini
dapat dilakukan penahanan.

Pasal 20

Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada
negara peminia oleh Kepala Kepoiisian Republik Indonesia
atau Jaksa Agung Republik indonesia mefalui INTERPOL
Indonesia atau saluran diplomafik atau langsung dengan pos
atau telegram.

Pasal 21

Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan
penahanan, maka orang lersebut dibebaskan oleh Jaksa

Article 17

A request for extradition, which meets the requirement, will be
postpaned if the person claimed is being proceeded against or
senlenced or is serving his sentence in respect of another
crime committed in Indonesia.

CHAPTER I
REQUIREMENTS FOR ARREST
REQUESTED BY THE REQUESTING STATE

Article 18

(N The Head of Police of the Republic of Indonesia or
the Aftorney General of the Republic of Indonesia
may order the arrest requested by ancther state in
case of urgency provided that the armrest is not
conirary to the law of the Republic of Indonesia.

(2 The requesting State shall state in its request for
arrest that the documents mentioned in paragraph
22 exist and that the said state will send a request

for extraditicn immediately within the period
mentioned in article 21.
Article 19
(1 The reguest for arrest shall be sent by the

competent autherities of the requesting fo state to
the Head of Palice of the Republic of Indonesia or
the Attorney General of the Repubfic of Indonesia
through the INTERPOL Indonesia or through the
diplomatic channel, or direcl by post or telegraph.

{2) The issue of a warrant for the apprehension or the
arrast of the person concerned is made according to
the provisions of the code of criminal procedure of
Indonesia, unless fixed otherwise as reguiated in
paragraph (3).

(3 Devicting from the provisions of the code of criminal
procedure of Indonesta in case the persons
committing an extraditable crime according to this
Law may be detained.

Articte 20

The decision ¢n the request for arrest shall be communicated
to the requesting state by the Head of Police of the Republic of
Indonesia or the Attorney General of the Republic of indonesia
through the INTERPOL Indonesia or through the diplomatic
channel or direct by post or telegraph.

Article 21

If the perscn concemned is detained, the said person shall be
released by The Attorney General of the Republic of Indonesia
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Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik
Indonesia jika dalam wakiu yang dianggap cukup sejak
tanggal penshanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman
Republik Indonesia fidak menerima permintaan ekstradisi
beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari
negara peminta.

BAB IV

PERMINTAAN EKSTRADISI DAN SYARAT-SYARAT
YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA PEMINTA

Pasal 22

Permintaan ekstradisi hanya akan diperfimbangkan,
apabila memenuhi syarat-syarat seperti iersebui
dalam ayat (2), ayat {3}, dan ayat (4).

Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara

tertulis melalui saluran diplomatik kepada Mentert

Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan

kepada Presiden.

Surat perminiaan ekstradisi bagi orang yang

dimintakan ekstradisinya untuk menjzlani pidana

harus disertai:

a2 lembaran asli alau salinan ofentik dari
putusan Pengadilan yang berupa pemindahan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti;

b. Kelerangan  yang  diperlukan  uniuk
menetapkan identitas dan kewarnegaraan
orang yang dimintakan ekstradisinya;

¢. Lembaran asli atau salinan oteniik dari surat
perintah penahanan yang dkeluarkan oleh
pejabat yang berwenang dari negara peminta,

Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang

disangka melakukan kejahatar harus disertai:

a. Lembaran asli atau salinan otentik dari sura
perintah penahanan vyang dikeluarkan oleh
pejabal yang berwenang dari negara peminta;

b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan
eksiradisi, dengan menysbutkan wakty dan
tempal kejahatan dilakukan dengan disertai
bukti tertulis yang diperiukan;

c.  Teks ketentuan hukum dari negara peminta
yang dilanggar atau jika hal demikian fidak
mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;

d.  Keterangan-keterangan saksi  dibawah
sumpah mengenal pengetahuannya tentang
kejahatan yang dilakukan;

e. Keterangan  yang  diperlukan  uniuk
menetapkan idenfitas dan kewarganegaraan
orang yang dimintakan ekstradisinya;

f. Permohonan pensitaan barang-barang bukti,
bila ada dan diperiukan.

Pasal 23

Jika menurat perimbangan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat

or the Head of Police Indonesia if within a reasonable period
starting from The date of detention, the President through the
Minister of Justice of Republic Indonesia does not receive the
request for exiradition accompznied by the documents
mentioned in Article 22 from requesting state.

(3)

CHAPTER IV

REQUEST FOR EXTRADITION AND REQUIREMENTS

TO BE MET BY THE REQUESTING STATE

Article 22

The reguest for extradition shall be considered only
if the requirements mentioned in paragraph (2),
paragraph (3), and paragraph (4) have been met,
The request for extradition shall be sent in writing
through the diplomatic channel to the Minister of
Justice of the Republic of [ndonesia in order to be
forwarded to the President.

The request for extradition of the person, claimed for

exiradition wanted for the carrying out of a sentence

shall be supporied by:

a.  The original or an authenticated copy of the
sentence  of the courf, immediately
enforceable;

b, Stalements required for establishing the
identity and natienzlity of the person ¢laimed
for extradition;

C. The original or an authenticaled copy of the
warrant of arrest issued by the competent
authorities of the reguesting state,

The request for exiradition for the person accused of

committing & crime shall be supported by:

a.  The original or an authenticated copy of the
warrant of arrest issued by the competent
authorities of the requesting state;

b. A statement of the crime in respect with
extradition is requested, mentioning the time
and place of its commission, supported by the
required written evidence

c.  The text of the legal provision of the
requesiing sfate which has been violated or,
where this is nof possible, the conlents of the
reievant law;

d. Statement of witness under oath concerning
their knowledge of the committed crime;

e.  Statements required for establishing the
idendity and nationality of the person claimed
for extradition;

f. A request for the seizure of property required
as evidence, if any and if necessary.

Article 23

if the Minister of Justice of the Republic of indonesia is of the
opinion that the documents handed over do not meet the
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dalam Pasal 22 alau syarat lain yang ditetapkan dalam
perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan
kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam
jangka wakfu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman
Republik Indenesia.

Pasal 24

Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal
22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia
mengifimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat
lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik indonesia
dan Jaksa Agung Republik Indonesia uniuk mengadakan
pemeriksaan.

BABV
PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN
EKSTRADISI
Pasal 25
Apabila kejahatan merupakan keiahatan yeng dapat

dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana
Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal
19 ayat (2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan cleh
negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan.

Pasal 26
{) Apabila yang melakukan penahanan tersebut
Kepciisian Republik  Indonesia, maka setelah

menerima surat permintaan eksiradisi, Kepolisian
Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan
tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau
bukti dari negara peminta,

{2) Has# pemeriksaan dicatal dalam berita acara dan
segera diserahkan kepada Kejaksaan Republik
indonesia setempat.

Pasal 27

Selambatlambatnya 7 [tujuh) hari setelah menerima berita
acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya
secara terfulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah
tempat ditahannya crang itu untuk memeriksa dan kemudian
menstapkan  dapal  atay  tidaknya orang  tersebut
diekstradisikan.

Pasai 28

Perkara-perkara eksiradisi termasuk perkara-perkara yang
didahulukan.

Pasal 28
Kejaksaan menyampaikan surat penggian kepada orang yang

bersangkutan urtuk menghadap Pengadilan pada hari sidang
dan surat penggitan tersebut harus sudah diterima oleh orang

requirements of Article 22 or another requirements fixed in the
treaty, the authorities of the requested state are given the
opportunity to compfete the said document within a period
considered reasonable by the Minister of Justice of the
Republic of Indonesia.

* Article 24

If the requirements and documents mentioned in arlicie 22 and
23 have been satisfied, the Minister of Justice of the Republic
of Indonesia shall sent the request for extradifion supported by
its appendixes to the Head of Police of the Republic of
Indonesia and the Attorney General of the Republic of
Indenesia in order {o be examined.

CHAPTER V
INVESTIGATION OF PERSONS CLAIMED FOR
EXTRADITION

Article 25

If the crime is a crime upon which arrest may be impased
according to the Code of criminal procedure of Indonesia and
the provision menficned in Aricle 19 paragraph (2) and (3),
and if request for the arrest has been lodged by the requesting
state, the said person shall be arrested.

Article 26

] If the said arrest has been ordered by the Police of
the Republic of Indonesia, after having received the
request for extradition, shalt investigate the said
persan on the basis of the statements or evidences
given by the requesting state.

(2) The result of the investigation shall be registered in
an official report and immediately be sent to the local
office of the public prosecuior of the Republic of
Indonesia.

Article 27
Seven days at the latest on receipt of the said official report,
the office of the public prosecutor, while forwarding its grounds
in writing, shall request the District Court of the region in which
the said person is detained to institule proceedings and to
decide whether or not the said person may be surrendered.

Article 28

Cases of extradition falf under priority cases.

Article 29

The office of the public prosecutor shall summon the person
concerned before the court at the day of session and the said
summons shall be received by the person concerned 3 (three}
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yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga} hari sebelum
hari sidang.

Pasal 30

Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus menghadap
ke muka Pengadilan Negeri.

Pasal 31

(n Pemeriksaan oleh Pengadian Negeri dilakukan
dalam sidang terbuka, kecuali apabila Kelua Sidang
menganggap periu sidang ditakukan tertutup.

{(2) Jeksa menghadii  sidang dan  memberikan
pendapatnya,

Pasal 32
Daiam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah:

a. idenfitas dan kewarganegaraan crang yang
dimintakan ekstradisi ity sesuai dengan keterangan
dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;

k. kejghatan yang dimaksud merupakan kejahatan
yang dapat di ekstradisikan menurut Pasal 4 dan
bukan merupakan kejshatan politik atau kejahatan

miiiter;

C. hak penunfutan atau hak melzksanzkan putusan
Pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa;

d. terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang

bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

pasti;

e, kejahatan fersebut diancam dengan pidana mati di
negara peminta sedangkan di Indonesia fidak;

i orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas

kejahatan yang sama.
Pasal 33

(nm Dari hasil pemeriksaan fersebut peda Pasal 32
Pengadilan menefapkan dapat atau tidaknya orang
tersebut diekstradisikan.

“(2) Penetapan tersebul beserta surai-suratnya yang
berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan
kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai
bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.

days at ihe |atest before the day of session.

Article 30

At the day of sessien the person concerned shall appear :
before the District Court.

Article 31

(1) The hearing by the District Court shall be held in an
open session, unless the chairman of the session
deems it necessary to hold a closed session.

(2) The public prosecutor shall attend the session and
deliver his opinion.

Article 32

The District Court shail inquire in an open session whether or

nokt:

a. the identily and nationality of the person claimed for
exiradition are in conformity with: the statement and
evidence forwarded by the requesting couniry;

b. the crime concerned is an extradiion crime
according to paragraph 4 and does not consiitute a
political crime or a military crime;

C. the right to prosecute or the right o execuie a
sentence has expired by reason of lapse of time;
d. in respect of the crime committed by the person

concerned, a sentence which has become final, has
been passed by the court;

€. the said crime is punishable by death in the
requesting country whereas in Indonesia it is not
punishable by death;

f. the said person is being proceeded in indonesia in

respect of the same crime.

Article 33

n Fram the restlt of the inquiry in article 32 the court
decides whether or not the person conzerned wilf be
exlradited.

() The said decision together with the documents
concerning the said case shall be delivered
immediately to the Minister of Justice in order to be
taken into consideration for further disposal.
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BAB VI

PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Pasal 34

Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabu,

jika:
a.
b.

diperintahkan oleh Pengadilan;

sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali
jika diperpaniang oleh Pengadilan atas permintaan
Jaksa;

permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden.

Pasal 35

Jangka wakltu penahanan yang dimaksud dalam

Pasal 34 huruf b setiapkali dapat diperpaniang

dengan 30 (tiga puluh) hari.

Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hat:

a. belum adanya penetapan Pengadilan mengenai
permintaan ekstradisi;

b. diperiukan keterangan oleh Menteri Kehakiman
seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);

¢. eksiradisi diminta pula oleh negara lain dan
Presiden belum memberikan keputusannys;

d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi
belum dapat dilaksanakan.

BAB Vit

KEPUTUSAN MENGENA] PERMINTAAN EKSTRADIS!

Pasal 36

Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang
dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman
segera menyampaikan penetapar tersebut kepada
Presiden dengan disertai
pertimbangan-pertimbangan  Menteri  Kehakiman,
Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala
Kepclisian Republik Indeonesia, untuk memperoleh
keputusan.

Setelah menerima penefapan Pengadilan beserta
pertimbangan- pertimbangan yang dimaksud dalam
ayat {1). maka Presiden memuluskan dapat
tidaknya seseorang diekstradisikan.

Jika menurut peneiapan Pengadilan permintaan
ekstradist  dapat  dikabulkan  tetapi  Menter
Kehakiman  Republik  indonesia  memerlukan
tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman
Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud
kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap
cukup,

Keputysen  Presiden  mengenai  permintaan
eksiradisi diberitanukan oleh Mentert Kehakiman
Republik Indonesia kepadz negara peminta melalui

CHAPTER VI
REVOCATION AND PROLONGATION OF ARREST

Article 34 ¢

The arrest ordered in pursuance to arficle 25 shall be revoke
if:

a. ordered so by the court;

b. 30 (thirfly) days have passed, unless prolonged by
the court on request of $he public prosecutor;

c. the request for extradifion has been refused by the
President.

Article 35

(1) The term of arrest mentioned in article 34 sub b may
be prolonged each time for 3G (thirty) days.

(2} Prolongation may only be ordered if:
4. the court has not yet decided on the request for

exiradition;

b. the information mentioned in ardicle 36
paragraph (3) is requested by the Minister of
Justice;

c. exiradition has aisc been requested by ancther
state and the President has not  yet decided
on the request;

d. the request for extradition has been granted but
it can not yet be executed.

CHAPTER VII
DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

Article 36

(N After having received the decision of the court
menticned in article 33, the Minister of Justice shall
immediately send the said decision together with the
opinions of the Minister of Justice, the Minister of
Foreign Affairs, the Attorney General, and the Head
of Police of the Republic of Indonesia, to the
President, in order o obtain a decree.

(2 After having received the decision of the court and
the opinion mentioned in paragraph (1), the
President orders by decree whether or not the
person concerned will be exiradited,

(3 If pursuant to the decision of the Court the reguest
for extradition may be granted, but i the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia needs
supplementary information, the Minister of Justice of
the Republic of Indonesia required the said
information from the requesting state within 2
reasonable period.

{4 The decree of the "President on the request for
extraditicn shall be communicated by the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia to the
requesting state through the diplomatic channel.
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saluran diplomafik.
Pasat 37
Jika 2 {dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang,

berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan
dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menaclak atau

mengabulkan permintaan  ekstradisi  Presiden dengan
mempertimbangkan demi kepentingan keaditan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. berat ringannya kejahatan;

b tempat dilakukannya kejahatan;

c. waktu mengajukan pemintaan ekstradisi;

d. kewarganegaraan orang yang diminta;

e kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta
oleh negara peminta kepada negara lainnya.

Pasal 38

Keputusar Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang
dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menterd Kehakiman segera
diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 39

{1 Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara
negara peminia dengan Negara Republik Indonesia,
maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran
diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri

Kehakiman Republik Indonesia disertai
pertimbangan-periimbangannya.
{2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah

menerima permintaan dari negara peminta dan
pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia meiaporkan kepada Presiden tentang
perminiaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat
(1)

{3) Setelah mendengar saran dan  pertimbangan
Mentert Luar Negeri dan Menferi Kehakiman
Republik Indonesia mengenai permintzan ekstradisi
termaksud  dalem ayat (1}, Presiden dapat
menyetujui  atau  tidak  menyetujul  permintaan
tersebut.

(4) Dalam hal permintaan  ekstradisi  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), disefujul, maka Presiden
memerintahkan  Menteri  Kehakiman  Republik
Indonesia memproses lebih lanjul seperi halnya ada
perjanjian ekstradisi antara negara peminia dengan
Negara Republik Indonesia.

{5) Dalam hal permintaan ekstradist sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1} tidek disetujui, maka
Prasiden  memberitahukan  kepada  Menteri

Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar
Negeri yang memberitahukan hat ity kepada negara
peminta.

Article 37

if extracition of a person is reguested concurrently by 2 (two)
or more countries either for the same crime or for different
crimes, in refusing or granting extradition the President shall in
the interest of justice, observe the following circumstances:

the sericusness of the crime;

the place of commission of the crime;

the dates of the requests for exiradition;

the nationality of the person claimed;

the possibility of extradition of the persan claimed to

another state by the requesting state.

Pa0 o

Article 38

The decree of the President on the request for extradition
mentioned in aricle 36 Shall be sent immediately by the
Minister of Justice to the Minister of Foreign affairs the
Attorney General and the Head of Police of the Reputiic of
Indonesia.

Article 38

(1) In the absence of a treaty between the requesting
state and the Republic of Indonesia, the request for
extradiion shall be communicated through the
diplomatic channel, and sent by the Minister of
Foreign Affairs of the Republic of Indenesia to the
Minister of Justice of the Republic of Indonesia,
accompanied by its considerations.

@) The Minister of Justice of the Republic of Indonesia
shall, after having received the request from the
requesting state and the considerations of the
Minister of Foreign Affairs of the Republic of
Indonesia, report on the request for exiradition
mentioned in paragraph {1) to the President.

{3) The President may, after having considered the
advise and considerations of the Minister of Foreign
Affairs and the Minister of Justice of the Republic of
Indonesia the request for extradition mentioned in
paragraph {1}, grant or refuse the said request.

{4) In case the reguest for exiradilion mentioned in
paragraph (1) has been granted, the President shall
order Minister of Justice of the Republic of Indonesia
to proceed in the same manner as i an extradition
treaty exists between the requested state and the
Republic of indanesta.

(5) In case the request for extradition mentioned in
paragraph (1) has been refused, the President shall
communicate the refusal to the Minister of Justice so
that it will be fransmitted to the Minister of Foreign
Affairs, who shall inform it to the requesied state.
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BAB VIiI

PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADIS!

Pasal 40

Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang
diminfakan eksfradisi segera diserahkan kepada
pejabal yang bersangkutan dari negara peminta, di
tempat dan pada wakiu yang ditetapkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Jika orang yang dimintakan ekstradisinya fidak
diambit pada tanggal yang ditentukan, maka ia
dapat dilepaskan sesudzh lfampau 15 (lima belas)
hari dan bagaimanapun juga ia waijib dilepaskan
sesudah fampau 30 (tiga pulih) hari,

Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan
yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga
puluh} hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.

Pasal 41

Jika keadaan di luar kemampuan kedua negara baik
negara peminta untuk mengambil maupun negara
yang diminfa untuk menyerahkan orang yang
bersangkutan, negara dimaksud waijib
memberitahukan kepada negara iainaya dan kedua
negara akan memutuskan bersama tanggal yang
lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang
dimaksud.

Dalam ha! demikian berlaku ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 40 ayat (3) yang wektunya dihitung
sejak langgal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat tersebut.

BAB IX
BARANG-BARANG BUKTI

Pasal 42

Barang-barang yang diperlukan sebagai bukli yang
terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya
dapat disita afas perminiaan pejabal yang
berwenang dari negara peminta,

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat {1},
berlaku ketentuan- ketentuan dalam Hukum Pidana
Indonesia dan Hukum Acarz Pidana Indonesia
mengenai penyitaan barang-barang bukdi.

Pasal 43

Dalam  penetapannya  mengenai  parminiaan
ekstradisi Pengadilan Negeri menetapkan puls
barang-barang yang diserahkan kepada negara
peminia dan yang dikembalikan kepada orang yang

CHAPTER Vil
SURRENDER OF THE PERSON CLAIMED FOR
EXTRADITION

' Article 40

If the request for extradition has been granted, the
person claimed for extradition shall immediately be
surrendered to the authorities concemned of the
reguesting state at the place and on the date fixed
by the Minister of Justice of the Republic of
indonesia.

¥ the person claimed for extradifion has not been
taken over on the appointed date, he may be
released after the expiry of 15 (fifteen) days and
shall in any case be released after the expiry of 30
(thirty) days.

The following request for extradition for the same
crime, after the expiry of the said 30 {thirty) days
may be refused by the President.

Article 41

If circumstances beyond the control of both states
prevent the requesting state from taking over, or the
requested state from surrendering the person
claimed, the state concemned shall nolify the other
state and the two states shall agree on anew date
for the said taking over or surrender,

In this case the provisions of arlicle 40 paragraph
{3) shall apply, its pericd being calculated from the
cdate mentioned in the said paragraph.

CHAPTERIX
EVIDENCE

Article 42

Property, which may be required as evidence, found
in the possession of the person, claimed for
exfradition may be seized at the request of the
competent authorities of the requesting state.

In the case mentioned in paragraph {1) the provision
of the Penal Code of Indonesia and the Code of
Penal Procedure of Indonesia on the ssizure of
property, as evidence shall apply.

Article 43

in its decision concerning the request for extradition
the District Court shall aiso stipuiate property which
be handed over (o the requesting state and which
wifl be returned to the person congerned.
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bersangkutan.

2 Pengadilan MNegeri dapat menetapkan bahwa
barang-barang ferfentu hanya diserahkan kepada
negarza  peminta  dengan  syarat  bahwa
barang-barang tersebut segera akan dikembalikan
sesudah selesai digunakan.

BAB X
PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH
INDONESIA

Pasal 44

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan
atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu
kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi
Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara
asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia
atau Kepala Kepolisian Republik indonesia, Menter
Kehakiman Republik Indonesia afas nama Presiden dapat
meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui
saluran diplomatik.

Pasal 45

Apabila crang yang diminiakan ekstradisinya tersebut datam
Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut
dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang
berwenang.

Pasal 46
Tatacara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang

diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua
perjanjian eksiradisi yang telah disahkan sebelumnya adalah
perjanjian ekstradisi sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-undang ini.

(2) The district court may stipulate that cerain property
shall only be handed over to he requesting state on
condition that the said properly will be retusned as
soon as it had been used,

CHAPTER X
REQUEST FOR EXTRADITION BY THE GOVERNMENT OF
INDONESIA

Article 44

If a person is accused of committing a crime or has tc serve a
sentence on account of the commission of a crime which is
extraditable within the jurisdiction of the Repubiic of Indonesia
and is suspected of being in an foreign state, the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia may on behalf of the
President, at the request of the Attomey General of the
Republic of Indonesia or the Head of the Police of the
Republic of Indonesia, request the exiradition of the said
person through the diplomatic channel.

Article 45

If the person claimed for exiradition mentioned in ariicle 44
has been surrendered by the foreign state the said person
shall be brought to Indonesia and be surrendered io the
competent authorities.

Article 46

The procedure with regard to the request for extradition and
the taking over of the person surrendered shall be regulated
by Governmental Regulation.

CHAPTER XI
TRANSITIONAL PROVISION

Article 47

On the coming into force of this Law all Extradition treaties,
which have been ratified, previously shall be tha extradition
treaties as mentioned in this Law.
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditndangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannyz
dalam lembaran Negara Repubiik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 197¢
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakaria

pada tanggal 18 Januari 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLHC INDONESIA,
SUDHARMONOQ, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1979 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-URDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
EKSTRADISI

A UMUM

Peraturan perundang-undangan ieniang ekstradisi yang
sekarang ada, ialah Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26
{Staatsblad ~ 1883-188)  tentang  "Uillevering  van
Vreemdelingen', dianggap masih berlaku berdasarkan Pasal
11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat
Peraturan itu adalah hak legislatif dari Pemeriniah Belanda
pada wakiu yang lampau dan diletapkan lebih dari 90
{sembilan puluh) tshun yang lalu, sudah barang teniu
peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan taia hukum dan
dengan perkembangan Negara Republik Indonesiz yang
merdeka.

Oleh sebab itu peraturan tersebut perlu dicabut dan
disusun suatu Undang-undang Nasional yang mengatur
tentang Ekstradisi orang-orang yang disangka telah
melakukan kejahatan di luar neger melarkan din ke
Indonesia. ataupun untuk menjalani pidana yang telah
dijatuhkan dengan putusan Pengadilan.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan
dasar  hukum bagi  pembuatan  perjanjian  dengan
negara-negara asing maupun unfuk menyerahkan seseorang
tanpa adanya perjanjian.

Setain dart v dalam Undang-undang ini perlu diatur
tatacara permintaan ekstradisi oleh Pemeriniah Indonesia

CHAPTER Xii
CLOSING PROVISION

Article 48

.

This Law shall come: into force on the date of its promuigation.

In order that everyone may take cognizance, it is here by
ordered that this Law be promulgated by inserting it in the
State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted at Jakaria

Cn the 18% of January 1979
The President of the Republic
of fndenesia

SOEHARTC

Promulgated at Jakarta

Cn the 18% of January 1979
The Minister/Secretary of State of the Republic of indonesia,
SUDHARMONO

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
YEAR 1979 NUMBER 2

ELUCIDATION
OF
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1, YEAR 1979
ON
EXTRADITION

GENERAL

The now existing legislative provisions on extradition i.e.
the Rayal Decree of 8% May 1883 no.26 (State Gazette 1883 -
188) on "Extradition of Aliens”, are still considered to be valid
based on Adicle || of the Transitional Provision of the
Constitution of 1945. Considering that the said Royal Decres
is a legislative product of the Dutch govemnment in the past
and has been issued more than 90 (ninety} years age, it is
obvious that the said Royal Decree is not in accordance any
more with the law system and development of the independant
Republic of Indenesia.

Therefere the said regulation should be revoked and a
national Law should be drafted regulating the extradition of
persons accused on account of commilting a crime abroad
and escaping to Indonesia, or for carrying out a; sentence
passed by a courl,

Besides. this Act should requlate the procedure of the
request for extradition of the Government of Indonesia fo
ioreign slate.

In this Law general principles known in the field of
extradition are reguiated, among others:
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kepada negara asing.

Di dalam Undang-undang ini diatur azas umum yang
dikenal delam bidang ekstradisi, antara lain :

a. Azas kejahatan rangkap (double Criminality), yaitu
bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara
peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap
sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar
kejahatan yang dapat diekstradisiken sebagai lampiran
dari Undang-undang ini, (pasal 4);

b. Azas jika suatu kejshatan fertentu cleh negara yang
diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka
permintaan ekstradisi ditolak (pasal 5);

¢.  Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak uniuk
tidak menyerahkan warganegaranya sendii, {Pasal 7);

d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah ditakukan
selurshnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau
lidak dianggap termasuk dafam jurisdiksi regara yang
diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan
ekstradisi. (Pasal 8);

& Azas bahwa suatu permintaan eksiradisi dapat diolak
jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta
sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang
bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan
penyerahannya. {Pasat 9);

f. Azas bahwa apabila terhadap sustu kejahatan terteniu,
suatu keputusan yang telah memgpunyai kekuatan pasti
telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang dari
negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non
bis in idem). {Pasal 10},

g. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak
untuk menuntut atau hak uniuk metaksanakan putusan
pidana telah kedaluwarsa (Pasal 12);

h. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan
dituntut, dipidana afau ditahan untuk kejahatan apapun
yang  dilakukan  sebelum  yang  bersangkutan
diekstradistkan selain dari pada uniuk kejahatan unluk
mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta
untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya, {Pasal 15,

Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan
keputusan badan judikatif tapi merupakan keputusan badan
eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam
tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis dari
Menteri Kehakiman berdasarkan penetapar Pengadilan.

Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden melalui
Menteri Kehakiman oleh Pejabat yang berwenang di negara
asing dengan melalui saluran  diplomatik, Permintaan
skslradisi fersebut harus disertal dengar dokumen yang
diperlukan antara lain mengenai identitas, kewarganegarzan.
urgian tentang tindak pidana yang dituduhkan, surat
permintaan penshanan. Bagl orang yang dicari karena harus
menjalani pidananya disertal iembaran asi atau salinan
otentik dari putusan Pengadilan dan surat permintaan
penahanan. Dokumen lersebut disertai dengan buki-bukii
tertulis yang sah yang diperiukan.

Apabila ada atasan-alasan yang mendesak, sebelum
permintaan eksiradist diajukan, pejabat yang berwenang di
Indonesia dapal menahan sementarz orang yang dicari
tersebut atas permintaan negara peminta.

a  The principle of Double Criminality, i.e. the act committed
should be considered as a crime by the requesting state
as well as by the requested state. This principle is
mentioned in the fist of the extraditable crimes affixed as
an appendix of this Law (Arlicle 4);

5. The principle, that if a certain crime is regarded by the
requested state as a political crime, the request for
ex{radition will be refused (Article5);

¢.  The principle, that the requested state has the right io
refuse to surrender its nafionals (Article 7);

d. The principle, that if the crime has been committed in
whole or in Part in the territory falling or is considered to
be falling under the jurisdiction of the requested state,
this state may refuse the request for exiradition (Article
8);

g. The prnciple that a request for extradition may be
refused if the Competent authorities of the requested
state are proceeding against the person concerned in
respect of the crime for which extradiion has besn
requested {Article 9,

f. The principie that if in respect of a certain crime, the
judgment passed by the competent court of the
requested sfate has become final, the request for
extradition will be refused (Article 10);

g. The principle that a person shall not be surrendered if
the right to prosecute or the right to execute a penal
sentence has expired by reason of lapse of time
(Article12);

h.  The principle that the extradited person shall not be
prosecuted, sentenced or detained on account of any
ether crime committed prior te the extradition, than for
the crime for which he has been surrendered, unless the
state requested to surrender the said person approves to
it (Article 15).

The decision concerning request for extradition is not a
decision of the judicial sedy but is a decision of the executive
body, therefore as a fast instance the decigion lies in the
hands of the President after having received a judicial advice
from the Minister of Justice based on an order of the court.

The request for extradition is communicated to the
President through the Minister of Justice by the compelent
authorities of the alien state through the diplomatic channel.
The said request for "extradition shall be supported by the
required documents, among others concerning  identity,
nationality, statement of the crime for the commission of which
he has been accused, the request for provisional arrest.

i the person sought is wanted to carry out a senience
the request for exiradition shall be accompanied by the
original or an authenticated copy of the sentence of the court
and the warant of amest. The said documents shall be
supported by legal writien evidence,

In case of urgency, before the request for extradition is
sent, the competent authorities in Indonesia may put the said
wanted person under provisional arest on the request of the
requasting country.
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Mengenai penahanan ifu berlaku ketentuan dalam
Hukum Acara Pidana Indonesia. Apabila dalam waktu yang
cukup pantas permintaan ekstradisi tidak diajukan, maka
orang tersebut dibebaskar. Seperii telah diterangkan di atas
untuk menentukan dapat fideknya orang itu diserahkan
Presiden mendapat nasehat yuridis dari Menteri Kehakiman
yang didasarkan pada penetapan Pengadilan.

Cara pemeriksaan di Pengadilan ini tidak merupakan
pemeriksaan peradifan sepertl peradifan bizsa, tetapi
Pengadilan  mendasarkan  pemeriksaannya  kepada
keterangan fertulis beserta buk{i-buktinya dari negara peminta
yang diajukan oleh Jaksa dengan disertai pendapatnya.

Setelah  memeriksa  keterangan-keterangan  serta
syarat-syarat yuridis yang diperiukan untuk ekstradisi maka
Pengadilan menetapkan apakah orang yang bersangkutan
dapat diekstradisikan atau tidak.

B.PASAL DEM! PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan witayah dalam pasal ini termasuk juga
tempat-tempat yang dianggap sebagai wilayah
berdasar peraturan perundang-undangan misainya
gedung-gedung kedutaan/perwakilan.

Pasal 2

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perjanjian dalam ayat ini, iafah
perjanjian ("treaty”) yang diadakan oleh Negara Republik
indonesia dengan negara lain dan yang ratifikasinya
dilakukan dengan Undang- undang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan melfakukan kejahatan lermasuk
juga orang yang ixut serta melakukan kejahatan, orang
yang menyuruh melakukan kejahatan, dan orang yang
menganjurkar untuk melakukan kejahatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Pada umumnya kejahatan yang dapat dieksiradisikan itu
adalah kejahatan-kejahatan berat. Jadi tidak semua
kejahatan depat diekstradisikan, tapi terbatas pada

kejahatan  vang  daflarnye  ferlampir dalam
Undang-undang ini.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mengingat perkembangan keadaan maka dafiar

kejahatan tersebul tidak selalu mencukupi kebutuhar,
maka diadakan kemungkinan penambahan. Karena
yang ditembahkan itu adalah perbuatan- perbuatan vang
telah dinyatakan sebagai kejshatan oleh Undang-
undang maka penambahan ini cukup dilakukan dengan
Peraturan Pemerintah.

As for the said provisional arrest the provisions of the
code of Criminal Procedure of Indonesia shall apply. If within a
reasonable time the request for extradition is not sent, the said
perscn shall be released.

As it is mentioned above the decision whether or not to
surrender said persen is taken by the President after having
obtained juridical advice from the Minister of Justice based on
a decision of the Court. The hearing in the cour is not a tial
before the court like in a general court proceseding, but the
Court bases its findings on written statements and evidences
from the requesting state, forwarded by the public prosecutor
together with his opinion.

After having investigated the statements and juridical
requirements for extradition, the Court decides whether the
said person may be exfradited or not.

B.ARTICLE BY ARTICLE.

Avrticle 1
‘Territory™ in this arlicle also includes places considered
as a territory pursuant to legislative provisions, such as
buildings of the embassy consulate.

Article 2

Paragraph {1)
“Treaty" in this article means a treaty concluded between
the Republic of Indonesia and another state, which has
been ratified by Law,

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Arlicle 3

Paragraph (1)
‘Commilting a crime” also includes a person who
participates in commitiing a crime, a person who induses
another person to commit a crime ard a person who
instigates to commit a crime.

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Aricle 4

Paragraph (1}
Generally extraditable corimes are serious crimes.
Therefore not all crimes may be extradited but it is
limited to crimes mentioned in the list of crimes affixed to
this Act.

Paragraph (2}
Sufficiently clear

Paragraph (3)
Considering the changing situation the said fist of crimes
will not always meel ouwr needs, so additions are
possible.
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Pasal 5
Tidak diserahkannya seseorang pelaku kejahatan politik
adalah berhubung dengan hzk negara untuk memberi
suaka politik kepada pelarian politik. Karena pengerfian
kejahatan politik itu adalah ferlalu luas, maka diadakan
pembatasan seperfi yang dimaksudkan dafam ayat (2),

Kejahatan yang diatur dalam ayat(4) itu sebstulnya
merupakan suatu kejahatan politik yang mumi, tetapi
karena kejahatan fersebut dianggap sangat dapat
menggoyahkan masyarakat dan negara, maka unfuk
kepentingan ekstradisi dianggap tidak merupakan
kejahatan politik.

Hal ini merupakan "Aftentat-clause" yang dianut pulz
oleh Indonesia.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Demi kepentingan perfindungan warganegara sendiri
maka dianggap lebih baik, apabila yang bersangkutan
diadili dinegaranya sendii. Walaupun demikian ada
kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik
diadili di Negara lain {di negara peminta} mengingat
pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara,
hukum dan keadilan. Pelaksanaan penyerahan tersebut
didasarkan pada azas timbal balik {resiprositas).

Pasai §
Cukup jelas.

Pasai &
Yang dimaksud dengan diproses dalam pasal ini ialzh
dimulai  dari  tingkat pemeriksaan  pendahuluan,

penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Pasal 10
Ketentuan ini dimaksudkan uniuk menjamin bahwa
seseorang tidak akan diadifi untuk kedua kalinya untuk
kejahatan yang sama (non bis in idem).

Pasal 13
Yang dimaksud dengan negara lain adalah negara
ketiga.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Meskipun hukum di negara Republik Indonesia masih
mengenal pidana mati dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidananya namun pelaksanaannya jarang sekali
ditakukan. Oleh karena iiu apabila kejghatan tersebut
diancam dengan pidana mafi di negara peminia,
sedangkan di Indonesia tidak, dirasskan lebik adi
apabita orang yang diminta tidak diekstradisikan,

Pasal 14

Article 5
The refusal to surrender a person who has committed 2
politicat crime is connected with the right of the state to
grant asylum fo political refugees. Because of the broad
meaning of a poiitical crime a limitation as mentioned in
paragraph (2) is made.

The crime mentioned in paragraph (4} is in fact a pure
political crime, but since that crime is considered to
cause instability to the community and the state, in the
interest of extradition the said crime is not considered to
be a political crime.

This provision forms the "Attentaiclause’, which is also
followed by Indenesia.

Articie 6
Sufficiently clear

Article 7

For the protection of ong's gwn nationals # is deemed
better if the person concemned will be fried in his own
state. However it is possible thaf the said person may
better be tried in the other state (in the requesting state)
due to considerations in the interest of the state, law and
justice.

The execution of the surrender is based on the principle
of reciprocity.

Arlicle 8
Sufficiently clear

Aricle 9
"Being proceeded against” in this Aricle, means the
praceeding starts from the preliminary investigation, to
the prosecution and the trial before the court.

Article 10
This provision is meant o guaraniee a person not to be
tried twice for the same crime {non bis in idem).

Article 11
“Another State” means a thirg State.

Article 12
Sufficiently clear

Articte 13
Aithough the Republic of indonesia recognizes the death
oenaity in its Criminal Code. vet it is very seldom
executed. Therefore if the crime is punishable by the
death penalty in the requesting State, while it is not soin
Indonesia it is considersd to be rightful if the person
claimed will not be extradited,

Article 14
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Azas ini menjamin hak-hak kebebasan manusia unfuk
menganut agama dan politk, selain itu juga menghapus
perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa, dan
golongan penduduk.

Pasal 15
Pasal ini menganut azas kekhususan {rule of speciality)
bahwa orang yang diminta hanya akan diadili atas
kejahatan yang diminta ekstradisinya, kecuali ditentukan
lain oleh negara yang diminta.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksu:d dengan alasan mendesak ialah misalnya
orang yang dicari tersebut dikhawatirkan akan melarikan
diri.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Pasal 19

Ayat (1)
INTERPOL.  Indonesia adalah  Badan  Kerjasama
Kepolisian Internasional unluk Indonesia yang dibeniuk
dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia
Nomor 245/PM/1954, tangoal & Oktober 1954. Sedang
yang dimaksud dengan telegram khusus adalah
telegram yang jelas diketahui identitas dari pengirim
telegram.

Ayat {2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dalam
perjanjian dengan sesuatu negara.

Pasal 22
Ayat {1)
Cukup jefas.
Ayat (2)
Cukup jelas,
Ayat (3)
Surat-sural dan keterangan yang dimaksudkan oleh
ayat-ayat ini adalah untuk kepentingan pemeriksaan di

Pengadilan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan  bukli  ferulis  izlah

dokuman-dokumen yang erat hubungannya dengan
kejahatan tersebui, misalnya surat hak milik, atau

This principte guarantees the human rights to adhere to
one's own religion and political opinion; moreover it
abolishes differences of nationality, rack and group of the
popufation.

Article 15
This principle states the rufe of specialty that the
requested person will only be judged on account of the
commission of a crime for which extradition has been
requesied, unless it is decided otherwise by the
requesied state.

Article 16
Sufficiently clear

Article 17
Sufficiently clear

Article 18

Paragraph {1)
"In case of urgency” means amongst others if the wanted
person feared to escape.

Paragraph {2)
Sufficiently clear

Article 19

Paragraph (1)
INTERPOL Indonesia is a mutual cooperative body of
the International Palice for Indonesia, which was founded
by Decrse of the Prime Minister of the Republic of
Indonesia, Number 245/PM/1954, dated Cctober 5,
1954, While “telegraph” means a telegrams, which the
identity of its sender is known clearly.

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Paragraph (3}
Sufficiently clear

Article 20
Sufficiently clear

Article 21
The “reasonable pericd” will be fixed in the ireaty with
another state.

Article 27
Paragraph (1)
Sufficiently clear
Paragraph (2)
Sufficiently clear
Paragraph (3)
The letters and statements menfioned in the paragraph
are for the benefit of the hearing before the Court,

Paragraph (4)
"Wrilten evidence” means documents closely relaled to
the said ciime, for instance a deed of property. or if the
said evidence consists of a tool a substance or &
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apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda atau
senjata, cukup dengan fote-foto dari barang-barang
tersebut atau apa yang dinamakan “copie colflatfone".
Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan
dalam hal eksiradisi ini hanya untuk menetapkan apakah
orang-orang tersebut berdasarkan bukii-bukti yang ada,
dapat diajukan ke Pengadilan, tidak memufuskan salah
atau fidaknya orang tersebut.

Pasal 23

Kesempatan unfuk melengkapi surat-surat tersebut yang
diminta oleh Menteri Kehakiman Republik indonesia
diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat
jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi. Maka
unfuk pembatasan waktu dapat ditentukan dalam
perjanjian yang diadakan antara Republik Indonesia
dengan negara yang meminta ekstradisi.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup ielas.
Ayat {2)

Cukup jelas

Pasal 27
Jangka waktu 7 {tujuh} hari dianggap cukup untuk
pemeriksaan yang diperlukan oleh Kejaksaan.

Pasal 28
Perkara ekstradisi didahulukan mengingat bahwa
pemeriksaan di Pengadilan tidak difakukan seperi
Pengadilan biasa.

Pasal 29
Penentuan minimum jangka wakiu 3 (tiga) hari adalah
dimaksudkan uniuk memberi kesempatan kepada orang
yang bersangkutan uniuk mengadakan
persiapan-persiapan seperiunya.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Maksud dari ayat ini adalah uniuk menunjukkan adanya
azas peradilan yang bebas.

Ayat (2)
Cukup ielas.

Pasat 32
Sub 3, 6, ¢, d, e dan { adalah untuk melindung hak
azasi manusia dalam masalah ekstradisi.  Yang
dimaksud dengan kejehatan militer dalam pasal ini

weapon, photographs of the said goods will suffice, or
also called “copier collation”. This is made with the
consideration that the hearing by the court in this
extradition case is only fo confirm if the said persons,
based on the existing evidence may stand trial before the
court, It is not to decide whether the said person is guilty
or not.

Article 23

The opportunity to complete the documents demanded
by the Minister of Justice of the Republic of Indcnesia is
given within a pericd, which is considerad reasonable,
taking into account the distance, and extent of the
requesting state. The limitation of ime may be fixed in
the treaty made between the Republic of Indonesia and
the requesting state.

Article 24
Sufficiently clear

Arficle 25
Sufficiently clear

Avticle 26

Paragraph (1)
Sufficiently clear

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Article 27
The period of 7 (seven) days is considered to be
sufiicient for the investigation required by the public
prosecutor.

Article 28
Cases of exiradition shouid be given pricrity given
because the hearing before the court is not like a
common frial.

Arlicle 29
The minimum pariod of 3 (three) days is meant to give
the opporiunity to the person concerned to take the
necessary preparations.

Article 30
Sufficiently clear

Aticle 34

Paragraph {1)
This paragraph is to show the principle of the
independent administration of justice

Paragraph {2)
Sufficiently clear

Articie 32
Sub &, b, ¢, d, e and | are meant to protect the human
rights in case of extradition, "Military crime” in this article
means a crime according to the Military Criminal Code,
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adalah kejahatan menurut hukum pidana tentara
(KUHPT} tetapi bukan kejahatan yang diatur di dalam
Kitah Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP),

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayal (2)
Penetapan yang dimaksud di sini adalah merupakan
bentuk dari apa yang dinyatakan oleh Pengadilar,
sedang isinya adalah merupskan pemyataan dan atau
pendapat. Yang dimaksud dengan perkara dalam pasal
ini adalah masatah-masalah yang berhubungan dengan
permintaan ekstradist.

Pasal 34

Penzhanan selama 30 (figa puluh) hari yang dimaksud
dalam sub b meliputi penahanan oleh Kepolisian
Republik indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan
sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia. Apabila
diperlukan, Jaksa dapal meminta perpanjangan kepada
Pengadilan. Hal ini merupakan pengecualian dari Hukum
Acara Pidana (lex specialis), mengingat bahwa masalah
ekstradisi hariss diselesaikan dengan cepat.

Pasal 35
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak
permahcnan, Presiden mendapat
pertimbangan-pertimbangan dari peiabat-pgjabal yang
tersebut dalam ayat i, satu dan lain menurut
kepentingannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ,
Mengenal waktu yang dianggap cukup penjelasannya
sama dengan penjelasan Pasal 23.

Ayat (4)
Mengingal batas wakiu yang sangat kefat dalam
permintaan suatu eksiradisi, maka Keputusan Presiden
tersebut diambil dalam waktu yang singkat.

Pasal 37
Demi kepentingan keadilan maka uniuk penyerahan
seseorang yang diminia perlu diperhatikan syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam pasal ini sub a sampai
dengan e.

Pasal 38 .
Mengingat hubungan diplomatik dengan negara peminta,
maka Menteri Luar Negerl Republik Indonesia
diberitahukan mengenai Keputusan Presiden tersebut.
Demikian juga Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian

not a crime regulated in the general Criminal Code.

Article 33

Paragraph (1)
Sufficiently clear

Paragraph (2)
The decision mentioned here is the form of a statement
of the court of which the contents is the opinion of the
court.
"Case” in this article means problems conceming an
extradition.

Ardicle 34

b. The arrest during 30 (thirty) days mentioned in sub b
includes the arrest by the Police of the Republic of
Indonesia and the arrest by the prosecutor according to
the Code of Criminal Procedure of Indonesia. If
necessary the general prosecuior may apply for a
prolongation to the Court.

This is an exception of the Code of Criminal Procedure
{lex specialis), since the exfradition case has fo be
settied quickly.

Article 35

Paragraph (1}
Sufficiently clear

Paragraph (2}
Sufficiently clear

Article 36

Paragraph (1)
In deciding to grand or to refuse an application the
President receives opinions of officials menticned in this
paragraph. each according to their importance.

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Paragraph {3)
The classification of "the reascnable period” is the same
as classification of Ardicle 23.

Paragraph {4)
Considering the ticht time limit of the request for
extradition, the said Presidential Decree is teken within 2
short fime,

Article 37
For the sake of justice the surrender of a requested
perscn the requirements mentioned in this article sub a
up o and including sub e should be observed.

Article 38
Consicering the diplomatic relations with the requesting
state the Minister of Foreign Affairs of the Republic of
Indonesia should be informed of the said Presidential
Decree
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Republik indonesia diberitahukan mengenai Keputusan
Presiden dimaksud, mengingat instansi Kejaksaan dan
Kepolisian sejak semula tefah terlibat dalam masalah
fersebut, vyailu dalam proses penahanan dan
pemeriksaan selanjutnya atas orang yang diminta untuk
diekstrasikan.

Pasal 39
Menter? Luar Negeri Republik Indonesia perl: diminta
perimbangannya dalam hal tidak ada perjanjian
ekstradisi, karena masaiah ekstradisi tanpa adanya
perjanjian terlebih dashuly perlu  didasarkan atas
hubungan timbal balik antara negara-negara yang
bersargkutan.

Pasal 40

Ayat{1)
Cukup jefas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi
hak azasi orang yang bersangkutan. Yang dimakseud
dengan kejahatan yang sama dalam ayat ini adalah
kejahatan yang dimintakan  ekstradisinya  dalam
ayat-ayat sebelumnya. Wakiu 30 (tiga puiuh) hari dalam
ayal ini adalah wakiu yang dimaksud dafam ayat (2).

Pasal 41
Cukup jelas,

Pasai 42
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jalas.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat {2)

Cukup jefas.

Pasal 44

Fasal ini mengatur permintaan penyerahan kepada
negara asing atas seorang yang disangka melakukan
kejshatan yang terhadapnya Negara Repubiik Indonesia
mempunyai wewenang mengadili menurut ketentuan
berlakunya Hukum Pidana indonesia atau uniuk
menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh
Pengadilan di Indonesia. Yang dimaksud dengan negara
asing dalam pasal ini termasuk juga tempat-tempat yang
dianggap sebagai wilayah negara asing tersebut (lihat
selanjutnya penjelasan Pasal 1.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

The Attorney General and the Head of Police of the
Republic of Indonesia are also informed of the said
Presidential Decree, since the office of the public
prosecutor and the Police are involved from the
beginring in the said process, ie. in the arest and
further investigation procedures of the person requested
for extradition.

Article 39
The Minister of Foreign Affairs of the Republic of
indonesia should be asked for his opinion in case there
is no exiradition {reaty, because an extradition-prior to
the existence of an extradition treaty should be based on
a reciprocal relationship between the states concemned.

Article 40

Paragraph (1)
Sufficiently clear

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Paragraph (3)
These provisions are meant tc pretect the humar rights
of the person concemed. The same crime in this
paragraph means the crime for which exfradition is
requested in the proceeding paragraph. The period of 30
(thity) days in this paragraph is the period mentioned
paragraph (2).

Article 41
Sufficiently clear

Article 42

Paragraph (1)
Sufficiently clear

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Article 43

Paragraph {1)
Sufficiently clear

Paragraph (2)
Sufficiently clear

Article 44

This article reguiates the request for surrender to an
alien state of a person accused to commit a crime, for
which the Republic of Indonesia has the authority to
judge according to the provisions on the validity of the
Criminal Code of Indonesia or for serving a sentence
impesed upon him by a court in Indonesia. “Foreign
country” in this article also includes places considered ia
be a territory of the said foreign state (see further
elucidation of Article {1).

Article 45
Sufficiently clear

Article 46
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Cukup jelas.

Pasal 47

Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dimaksud dalam
pasal ini iglah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara
Pemerintah Republk Indonesia dengan Pemerintah
Malaysia, antara Pemerintah Republik [ndonesia dengan
Pemerintah Republik Philippina, dan antara Pemerintah
Republik indonesia dengan pemerintah  Kerajaan
Thailand.

Pasat 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3130

rooseno@kpk.go.id
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG EKSTRADIS!

DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT

DIEKSTRADISIKAN

1.Pembunuhan.

2.Pembunuhar yang direncanakan.

3.Penganiayaan yang berakibat uka-luka berat atau matinya
orang, penganiayaan vyang direncanskan dan
penganiayaan berat.

4.Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.

5.Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan
atau perbuatan-perbuatan cabul dengan sesecrang
padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak
berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun
atau belum mapu dikawin.

6 Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup
umur dengan orang lain sama kelamin yang belum
cukup umur.

7.Memberikan atau mempergunakan obat-chat dan atau
alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau
mati kandungan seorang wanita.

8 Melarkan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan
atay tipu muslihat, dengan sengaja melarikan
seseqrang yang belum cukup umur,

9.Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang
belum cukup umur,

10.Penculikan dan penahanan mefawan hukum,

11, Perbudakan.

12 Pemerasan dan pengancaman,

13.Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas
negeri atau vang kertas bank atau mengedarkan
mata uang kertas negeri atau kertas bank yang difiru
atau dipalsukan.

14 Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang
telah ditiru atau dipalsukan.

15.Pemalsuan dan kejahalan yang bersangkutan dengan

pemalsuan.

16.Sumpah palsu.

Sufficiently clear

Article 47

The extradifion treaties mentioned in this arficle are
treaties made between the government of the Republic
of Indanesia and the government of Malaysia, between
the government of the Republic of Indenesia and the
government of the Republic of the Philippines, and
between the government of the Republic of indonesia
and the Kingdom of Thaitand;

Article 48
Sufficiently clear.

SUPPLEMENT OF THE STATE GAZETTE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3130

roaseno{@kpk.go.id
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17.Penipuan.

18.Tindak  pidana-tindek pidana berhubung  dengan
kebangkrutan. 19. Penggelapan.

20.Pencurian, perampakan.

21.Pembakaran dengan sengaja.

22 Pengrusakan barang ata:: bangunan dengan sengaja.

23 Penyelundupan.

24.Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud
membahayakan keselamatan kereta api, kapal |aut
atau kapal terbang dengan  penumpang-
penumpangnya.

25 Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.

26.Penganiayaan di atas kapal di tengah lau dengan maksud
menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka
berat.

27 .Pemberontakan atau permufakatan uniuk memberontak
oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah
laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk
memberontak,

28.Pembajakan laut.

29 Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan
ferhadap saranal prasarana penerbangan,

30.Tindak Pidana Korupsi.

31.Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya fainnya.

32.Perbuatan-perbuatan  yang melanggar Undang-undang
Serjata Api, bshan- bahan peledak dan
bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3130

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979
Tentang Ekstradisi {disahkan dan diundangkan pada tanggal
18 Januari 1979 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 2, dan Penjelasannyz dimuat dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3130)
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